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Lampiran Berita Acara
Nomor : 172.1/ /& /BA.DPRD /2017

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

1. Dalam ketentuan konsiderans menimbang, kata “menet.apkan”
diganti kata “membentuk” sehingga konsideran ~menimbang
selengkapnya berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum”.

2. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal ditambahkan penjelasan.Pasal
13 yang berbunyi, “ketentuan pasal ini tidak mengurangl hak
masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dari lembaga
bantuan hukum selain yang disediakan oleh penyelenggara bantuan
hukum pemerintah daerah”.
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3. Untuk konsistensi penulisan, frasa “surat keterangan tidak mampu
pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ diganti “surat keterangan
miskin”, sehingga Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ selengkapnya berbunyi
“surat keterangan miskin atau dokumen sejenisnya dari aparat
pemerintah setempat dalam hal ini Lurah/Kepala Desa setempat”

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) frasa “Pemberi Bantuan Hukum wajib
menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum
kepada Bupati melalui Bagian Hukum setiap triwulan, semester dan
tahunan” dihapus dan diganti frasa “Pemberi Bantuan Hukum wajib
menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum
kepada Bupati melalui Unit Kerja”.

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diganti ayat baru yang berbunyi
. “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
bukti-bukti biaya pengeluaran dana bantuan hukum?”.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BATANG

1. Konsideran “ Menimbang “ untuk disempurnakan sebagai berikut :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Batang tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
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Pasal 1, Keter
ai 1, 1tuan Umum d
Peraturan Pemerintah Nor::o?u?;ka? ﬂengan A
‘\)(‘\\amg‘;\n den Adriniatiatif il pron i?] un 2017 tentang Hak
Perwakilan Rakyat Daerah. el
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Pasal 3 ayat (4) untuk disempurnakan scbagai berikut :
(4) kag representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh
lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 8 ayat (5) frasa “Dalam Negeri” dihapus.

4,
untuk disempurnakan menjadi

5. Pasal 10 frasa “ istri dan anak “
istri/suami dan anak “

6. Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) terkait frasa “ dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah /janji * untuk

diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal, sebagai

berikut :
a. Ayat (3)
Bagi Pimpinan DPRD yang telah melaksanakan sumpah/janji
sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dibayarkan
setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
b. Ayat (4)
telah melaksanakan sumpah/janji

yang
Daerah Daerah
Peraturan Daerah ini diun

Batang, 2! Agustus 2017

PIMPINAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ini diundangkan,

Bagi anggota DPRD
dangkan.

sebelum Peraturan
dibayarkan setelah

BUPATI BATANG DEWAN
Selaku, KABUPATEN BATANG
PIHAK PERTAMA Selaku,
( DUA
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